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ABSTRAK 

Pedagang kaki lima adalah permasalahan yang sering ada di kota Indonesia. 

Permasalahan muncul karena adanya bentuk ketidak seimbangan antara harapan dan 

kenyataan.permasalahan-permasalahan yaitu ketidaktertiban para pedagang kaki lima kepada 

aturan yang berlaku, sering  berjualan dibagan jalan sering berjualan ditempat strategis tetapi 

tidak ada izin kurang adanya ketertiban dalam penerapan kebijakan.oleh karena itu meneliti 

bagaimana implementasi kebijakan penertiban PKL sangat penting terutama dijalan banteng 

Pancasila Kota Mojokerto.Karna jalan tersebut jalan yang cukup strategis bagi PKL Hasil 

penelitian ini memberikan fakta bahwa adanya PKL yang tidak memperdulikan peraturan 

memberikan akibat jalan yang tidak lancar, tidak sesuai dan lingkungan kumuh. Tindakan 

penertiban masih belum memberikan efek jerah  Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian 

ini adalah penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Mojokerto pada tahap ini tidak 

mencapai target. Karena masalah yang ditemukan sanksi yang tidak tegas (2) Pemerintah 

Kota Mojokerto belum konsisten dan kompak dalam menyikapi keberadaan PKL. Penerapan 

kebijakan penertiban PKL masi belum berhasil. Tidak dapat dikatakan efektif karena belum 

ada sanksi. 

Kata Kunci : Implementasi, Penertiban dan Pedagang Kaki Lima  

 

SUMMARY 

 Street vendors are a problem that often exists in Indonesian cities. Problems arise 

because of the form of an imbalance between expectations and reality. The problems are the 

disorder of street vendors to the applicable rules, often selling on the road chart often selling 

in strategic places but there is no permit, lack of order in the application of policies. 

Therefore, examine how The implementation of street vendors control policies is very 

important, especially on the Pancasila bull road, Mojokerto City. Because the road is quite a 

strategic road for street vendors. The results of this study provide the fact that the existence of 

street vendors who do not pay attention to regulations will result in roads that are not smooth, 

inappropriate and a slum environment. Control measures have not yet provided a deterrent 

effect. The conclusion obtained in this study is that the control of street vendors (PKL) in 

Mojokerto City so far has not been carried out optimally. This is due to several factors, such 

as: (1) There is no strict punishment for street vendors who still sell on the roadside (2) 

Mojokerto City Government has not been consistent and unified in responding to the 
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existence of street vendors. The implementation of the policy on controlling street vendors 

has not been successful. It cannot be said to be effective because there have been no 

sanctions. 

Keywords: Implementation, Control and Street Vendors 

PENDAHULUAN 
 Thomas R. Dye, dalam “Understanding publik policy”, 1987, menyatakan bahwa public 

policy itu adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (whatever 

goverment chooses to do or not to do), dengan kata lain. Isi public policy itu tidak hanya pada apa saja 

yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk pula apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah; 

termasuk misalnya “mengatur konflik” tegasnya, public policy itu adalah serangkaian tindakan yang 

ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang bertujuan atau berorientasi 

pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Dalam hal ini kebijakan yang dilakukan  

atau tidak dilakukan oleh pemerintah akan diterapkan (Raharjo, 2019). Sehingga proses kebijakan 

berpengaruh kepada kepentingan umum melalui implementasi/penerapan suatu kebijakan publik. 

IPenerapan kebijakan merupakan proses jalannya keputusan yang ditetapkan undang undang atau 

keputusan lainnya. Terciptanya kebijakan unruk menyelesaikan atau mencapai tujuan yang telah 

ditetapkanDari sini kebijakan publik yang akan dibahas yaitu perda pasal 64 nomer 3 tahun 2021 yang 

mengatur larangan untuk PKL (pedagang kaki lima) terkait hal hal yang sudah ditetapkan 

perda.tujuan dari pembuatan perda tentang mengatur atau menertibkan PKL, tentunya memiliki tujuan 

yang pasti yaitu demi kepentingan umum. Tujuan tersebut dengan harapan yang baik membantu 

memperlancar lalu lintas serta mengurangi keresahan pengendara yang akan lewat. Ditambah 

memberikan masalah pencemaran lingkungan terkait sampah dari penjualan yang dilakukan PKL 

(Abdoellah, Awan Y. and Rusfiana, 2016). 

 Akan tetapi dalam penerapan suatu kebijakan terdapat gap implementasi, yang artinya 

bahwa pemerintah telah tidak efektif dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat (Perda 

pasal 64 Nomer 3 Tahun 2021 mengatur larangan penjualan PKL) agar tertib tempat usaha 

(Permana, 2017). Adanya perbedaan antara harapan dan kenyataan yang telah diterapkan. 

Pelaksanaan secara nyata, banyak PKL yang berjualan di badan/tepi jalan Benteng Pancasila 

Kota Mojokerto. Dengan begini suatu kebijakan yang telah dibuat dan diputuskan tidak dapat 

mencapai harapan. Sehingga penerapan tidak sampai kepada kepentingan umum yaitu 

menertibkan tempat usaha. Disini lah pentingnya pembahasan yang akan dilakukan apakah 

dengan permasalahan muncul. Efektivitas tentang penerapan Kebijakan Penertiban PKL 

berupa Perda Nomer 3 Tahun 2021 dapat dicapai sesuai harapan ataukah malah jauh dari 

harapan yang ada. Maka dari itu, perlunya diangkat menjadi sebuah permasalahan yang ada. 

Tidak hanya perlu tetapi juga sangat penting untuk diangkat. Karena mempengaruhi 

kepentingan umum (masyarakat) dalam kehidupan sehari – hari (Damara, 2020). 

 

METODE PENELITIAN  

JENIS PENELITIAN 

Penelitian Kualitatif di jalan Benteng Pancasila Kota Mojokerto.jenis penelitian 

deskriptif menggambarkan suatu keadaan penerapan kebijakan penelitian PKL di jalan 

Benteng Pancasila Kota Mojokerto 

 

 

SUMBER DATA 

Sumber data merupakan data atau informasi yang didapatkan secara langsung 

oleh informan atau narasumber yang dianggap mengetahui secara jelas tentang fokus 

penelitian yang di teliti. Dalam penelitian ini peniliti menggunakan dua sumber data 

yaitu data primer dan data sekunder. 

Teknik Pengumpulan Data 

 1. Pengamatan  



 2. Interview (Tanya Jawab) 

 3. Pengumpulan Foto 

 

TEKNIK ANALISIS DATA 

1. Reduksi data  

Mempertegas tidak mengikut sertakan hal yang tidak penting sehingga hasil dapat 

dipermudah oleh Peneliti yang di perlukan 

2. Sajian data  

Pengetauan tentang kemungkinan ditariknya suatu hasil penerlitian  

3. Penarikan Simpulan  

Kegiatan mencatat semua permasalahan secara menyeluruh  
HASIL PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian  

 Pedagang Kaki Lima (PKL) ialah objek publik terdapat di wilayah metropolitan 

terbesar di Indonesia. Keberadaan pedagang masa kini dipandang oleh sejumlah sisi terhadap 

satu komponen dari kesalahan pihak berwajib menyuplai tenaga kerja terhadap masyarakat 

kurang mampu. Sedangkan pedagang berjualan disepanjang jalan benteng pancasila ialah 

lokasi cocok dalam perdagangan disepanjang jalan  benteng pancasila.  Sejumlah pedagang 

beralih dari Benteng  Pancasila  ke taman Mojokerto. namun sekarang  penuh penjual  

bertambah  di  lokasi tidak  strategi  untuk berdagang. Pedagang disekitar jalan benteng 

pancasila adalah penjual kecil. Mulai waktu kedepan penuh populasi penjual yang ada. 

Tentunya semakin banyaknya pedagang kaki lima yang ada di sepanjang jalan akan membuat 

bentuk Kota Mojokerto menjadi tidak beraturan dan serta berdampak menyalahi suatu aturan 

telah ditetapkan kepada pihak berwajib.   Keberadaan PKL di  jalan Benteng Pancasila Kota 

Mojokerto tampak selalu bertumbuh dari tiap dekade hingga saat ini. 

Pembahasan 

Penerapan adalah suatu bagian operasi ketetapan negara mempunyai penuh arti. 

Penerapan ketetapan yaitu suatu hal wajib, justru sangat wajib untuk rancangan baik dengan 

pola imajinasi akan terselip teratur pada data jika tak diterapkan. Penerapan ketetapan asli 

tidaklah hanya sekedar mempersangkutan oleh metode penjelasan ketentuan hukum ke 

dalam metode yang selalu melewati jalan pemerintah, mempersoalkan yang bertambah, 

implementasi kebijakan tertahan, keputusan, pertikaian serta apa saja yang menerima 

sejumlah ketetapan. Winarno dalam Limbong (2006:190) menerangkan jika ketetapan 

aturan merupakan sistem yang menerapkan serta melaksanakan ketetapan sesudah aturan 

yang ditetapkan agar mewujudkan pengeluaran tersebut. 

Berkembangnya populasi Pedagang yang ada di kota metropolitan di Indonesia 

menumbuhkan suatu kesalahan. Persoalan Pedagang dilema bagi semua pihak, di satu sisi 

Pedagang Kaki Lima andaikan suatu sarana perdagangan yang sebagian besar masyarakat 

medapatkan penghasilan dengan berjualan, di sisi lain Pedagang dapat melaksanakan 

penjualan menjadi tidak beraturan. Beragam ketetapan dan peraturan telah diciptakan dalam 

rangka mengatur keberadaan Pedagang, akan tetapi area Pedagang masih enggan akan 

kedisiplinan yang tentram. Implementasi peraturan kedisiplinan di lokasi kadang kala 

memperoleh beragam masalah, baik yang ada dari lingkungan masyarakat ataupun 

pemerintah asalkan perwujudan prosedur Pedagang. 

Di area jalan Benteng Pancasila yaitu salah satu kota Mojokerto yang sering dijumpai 

para pedagang diarea tersebut. Dari hasil riset di lokasi kesanggupan Pedagang di lokasi 

Benteng Pancasila terlihat tetap mengalami peningkatan pedagang mulai tahun demi tahun 



berlanjut. Bisa kita lihat disepanjang jalan utama di Benteng Pancasila yang banyak 

dijumpai Pedagang Kaki Lima. Kesanggupan Pedagang di area Benteng Pancasila ini terus 

memunculkan pola pikir yang berbeda di antara masyarakat sekitar. Muncul pemikiran dari 

masyarakat tentang bekerja sebagai Pedagang itu hal baik karena menjauhkan dari 

maraknya pengangguran bagi masyarakat, sering kala memandang aktivitas informal yang 

menggaduhkan ketertiban pengguna jalan sekitar. 

 

KESIMPULAN 

Dari pembahasan diatas, maka bisa diambil keseimpulan sebagai berikut; Menurut riset 

analisis, yang saya sampaikan pada bab sebelumnya dan dirangkum pada kesimpulan ini: 

1. Berdasarkan penelitian implementasi penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jl. 

Benteng Pancasila Mojokerto belum dapat dikatakan berhasil hal ini dibuktikan dengan 

para Pedagang Kaki Lima yang masih berjualan di JL.  Benteng Pancasila Mohokerto 

2.  Ada beberapa faktor melawan ketetapan kedisplinan pedagang di area Jalan Benteng 

Pancasila Kota Mojokerto, yaitu :  

a) Petugas yang menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKl) di Jl. Benteng Pancasila 

Mojokerto masih belum memberikan sanksi yang akan membuat jera. 

b) Pemerintah Kota Mojokerto belum membuat kebijakan yang pasti dalam 

menyikapi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jl. Benteng Pancasila Mojokerto. 

5.1. Saran  

Menurut riset analisis, Saya mengutarakan gagasan mudah diaplikasikan sebagai 

perubahan di periode baru ini: 

1. Agar Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat taat mengikuti peraturan, perlunya diberikan 

sanki yang tegas bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar (seperti 

membayag denda atau mengambil barang tanpa di kembalikan) 

2. Perlunya kerjasama antara WH, Dinas Perhubungan dan Instansi DPKKD dengan 

Kantor Satpol PP untuk menanggulangi keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jl. 

Benteng Pancasila dan segera menjalankan peraturan yang sudah dibuat oleh 

pemerintah
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